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Penyusun:
Tim Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan

Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya
kepada para pihak yang telah menyumbangkan foto untuk mengisi Senarai Kinerja 2015-2019 ini.

Sampul Depan:
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Kuping Dalam:
Festival Penegakan Hukum 2019/Dit. PPH; Operasi TSL/Dit. PPH.
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Sumatran Tiger/Sumatran Tiger Project; Operasi TSL/Dit. PPH; Operasi TSL/Dit. PPH; Slow loris/Yayasan Animal Rescue |
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SEKAPUR SIRIH

Die ktur Pencegahan
dan Pengamanan Hutan

Operasi Pemberantasan Jerat/Citra

enyusun buku “Pantang Pulang Sebelum Tuntas, Senarai Kinerja 2015-2019.”

Buku yang ada di hadapan sidang pembaca sekalian memaparkan pelbagai ragam capaian kinerja Direktorat Pencegahan dan
Pengamanan Hutan (PPH) dalam rentang 2015-2019. Jabaran kegiatan yang tercantum merupakan wujud dari komitmen Direktorat PPH
sebagai penanggung jawab kegiatan pencegahan dan pengamanan hutan. Upaya tersebut tidak sebatas memberantas pembalakan
liar yang terjadi di seluruh Indonesia, namun termasuk kejahatan lainnya seperti peredaran ilegal tumbuhan dan satwa liar serta
perambahan.

Ragam kegiatan yang hadir dalam buku ini merupakan hasil dari implementasi lapangan. Harapannya, selain sebagai wujud
transparansi dan akuntabilitas, turut pula memberikan re eksi pembelajaran dalam hal pencegahan dan pengamanan hutan.

Dengan terbitnya buku ini, Direktorat PPH mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama terhadap darma bakti para
pegawai yang pantang surut berjuang dalam ikhtiar pencapaian kinerja Direktorat PPH rentang 2015-2019.

pj’i syukur ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa atas perkenan-Nya, Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan berhasil

Direktur,

Ir. Sustyo Iriyono, M.Si
NIP. 19620621 199002 1 001
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SEKAPUR SIRIH

DR Rasio Ridho Sani MCom MPM Ir Sustyo Iriyono MSi
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Direktur PPH Periode 2018-sekarang
Kehutanan Periode 2015-sekarang

Drh Indra Exploitasia Semiawan MSi Ir Istanto MSc
Direktur PPH Periode 2017-2018 Direktur PPH Periode 2015-2017
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SEKAPUR SIRIH

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dr Ir Siti Nurbaya Bakar MSc di acara Gakkum Festival 2019/Dit.PPH

Deklarasi Bersama Penyelamatan DAS Citarum yang diinisiasi Direktorat PPH dalam rangka melaksanakan amanat program
nasional “Citarum Harum” yang dicanangkan Presiden Joko Widodo/Dit.PPH
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PROLOG

an satwa liar, serta pembalakan liar merupakan beberapa
masalah kehutanan yang mengemuka dalam beberapa
tahun terakhir. Upaya pengamanan aset hutan, mencegah
serta mengendalikan terjadinya ancaman dan gangguan dari
kejahatan terhadap hutan merupakan kegiatan utama Direktorat
Pencegahan dan Pengamanan Hutan (PPH).

Kawasan hutan yang menjadi sasaran pelaksanaan tugas
Direktorat PPH sendiri meliputi kawasan Hutan Lindung, Hutan
Produksi, Hutan Konservasi serta kawasan lain yang bernilai
konservasi. Tidak hanya itu, Direktorat PPH juga bertanggung
jawab terhadap pengamanan peredaran hasil hutan dan
tumbuhan satwa liar ilegal yang berada di luar kawasan hutan.
Luas wilayah kawasan hutan yang menjadi tanggung jawab
Direktorat PPH mencapai 120,385-juta hektar yang tersebar di
seantero Indonesia (Rekalkukasi Penutupan Lahan Indonesia
Tahun 2018).

Memikul tanggung jawab yang tidak ringan, Direktorat PPH
berkomitmen melakukan kegiatan terkait pencegahan dan
pengamanan hutan. Ragam kegiatan yang bersifat preventif
dan respresif digelar dalam rangka memberantas tidak hanya
pembalakan liar namun juga kejahatan hutan lainnya seperti
perambahan dan peredaran ilegal tumbuhan dan satwa liar.
Sebut saja kegiatan sosialiasi, koordinasi dan kerjasama, operasi
intelijen, operasi pengamanan peredaran tumbuhan dan satwa
liar dan hasil hutan, operasi pemulihan kawasan hutan menjadi
ragam kegiatan yang dihelat Direktorat PPH.

prambahan kawasan hutan, peredaran ilegal tumbuhan

Operasi pemberantasan tambang ilegal 2019/Dit. PPH

Luas Kawasan Hutan
120.385.700 hektar

Hutan
Produksi
Tetap
29.202.000 h
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PROLOG

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia berperan krusial dalam dalam Kehutanan yang berada di Direktorat Jenderal Penegakkan
upaya pencapaian tujuan organisasi. Selain pegawai di tingkat Hukum, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan
pusat, dalam pelaksanaan kegiatan bidang pencegahan dan Ekosistem, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim,
pengamanan hutan, Direktorat PPH didukung personil Polisi intel, serta dinas provinsi yang membidangi kehutanan.

8.288 8.288

@ 7.908
6.083 6.083
2018 2019 I I
45 45
Personil Personil

BRI

43 2015 2016 2017 2018 2019

Personil

Jumlah Personil Bidang Pencegahan dan
Jumlah Personil Direktorat PPH Pengamanan Hutan, Polisi Kehutanan

Struktur Organisasi Direktorat
Pencegahan dan Pengamanan Hutan
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Tugas Pokok dan Fungsi

PROLOG

Merujuk Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan

Nomor P.18/Menhut-11/2014 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-11/2012 tentang

Penyiapan perumusan kebijakan
pencegahan tindak pidana ke-
hutanan serta penyelenggaraan
pengamanan kawasan hutan dan
peredaran hasil hutan

Kehutanan, tugas pokok dan fungsi Direktorat Pencegahan dan
Pengamanan Hutan sebagai berikut:

Penyiapan pelaksanaan kebijakan
pencegahan tindak pidana ke-
hutanan serta penyelenggaraan
pengamanan kawasan hutan dan

peredaran hasil hutan

Tugas Pokok:

Penyiapan koordinasi dan
sinkronisasi kebijakan
pencegahan tindak pidana
kehutanan serta penyeleng-
garaan pengamanan ka-
wasan hutan dan peredaran
hasil hutan

Penyusunan norma, standar,
prosedur dan kriteria pencegahan
tindak pidana kehutanan serta
penyelenggaraan pengamanan
kawasan hutan dan peredaran hasil

hutan

Melaksanakan penyiapan perumusan,
pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi;
kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi
bimbingan teknis, dan supervisi serta
pelaksanaan urusan pencegahan dan

pengamanan hutan.

Pelaksanaan administrasi
Direktorat

Bimbingan teknis, evaluasi bimbin-
gan teknis, dan supervisi pelaksa-
naan urusan pencegahan tindak

pidana kehutanan serta penyeleng-

garaan pengamanan kawasan
hutan dan peredaran hasil hutan
yang dilaksanakan di daerah

Senarai Kinerja 2015 - 2019
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PRO LOG

Peraturan Perundang-undangan
Dalam upaya penegakan hukum dalam bidang kehutanan, Direktorat PPH didukung oleh:

Senarai Kinerja 2015 - 2019




Senarai Kinerja 2015 - 2019 13



REKAM JEJAK

paya mengamankan aset hutan serta mencegah dan serta informasi, pencegahan melalui sosialisasi, peningkatan
mengendalikan terjadinya ancaman dan gangguan dari  kapasitas personil pengamanan hutan dan peningkatan sarana

kejahatan di seluruh Indonesia yang pengelolaannya dan prasarana pengamanan hutan.
di bawah kewenangan Kementerian LHK merupakan kegiatan Sejalan dengan dukungan Kementerian LHK terhadap program
utama Direktorat PPH. nasional percepatan pengendalian kerusakan DAS Citarum,
Secara umum, kegiatan Direktorat PPH pada 2015-2019 sejak 2019 ada penambahan kegiatan berupa pengamanan DAS
menitik-beratkan pada kegiatan pengamanan hutan lewat Citarum dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan. Kegiatan

serangkaian kegiatan intelijen/pengumpulan data dan informasi  yang dihelat melalui kegiatan sosialisasi dan operasi.

Jumlah lokasi dilaksanannya
pencegahan serta pengenda-
lian ancaman dan gangguan
melalui kegiatan sosialisasi,

Luas Kawasan hutan yang
dapat dilindungi dari kegiatan

patrol, dan operasi di 77 lokasi

Jumlah polisi hutan (Polhut)
yang dibina dan ditingkatkan
kapasitasnya sebanyak 2.500
orang/tahun

Jumlah Masyarakat Mitra
Polhut (MMP) dan Tenaga
Pengamanan Hutan Lainnya
(TPHL) yang terbina sebanyak
34 unit dalam 5 tahun

Jumlah sarana dan prasarana
pelaksanaan pengawasan,
pengamanan, dan penegakan
hukum yang memenuhi stan-
dar minimum di 11 Brigade
SPORC

ilegal meningkat setiap tahun

Luas DAS Citarum yang di-
amankan dari gangguan dan
ancaman bidang kehutanan
melalui kegiatan sosialisasi,
patroli dan operasi

Sarana prasarana pencegahan
dan pengamanan hutan me-
menuhi standar minimum

Tersedianya regulasi pencegah-
an dan pengamanan hutan

14
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Anggota Satuan Polisi Kehutanan
Reaksi Cepat (SPORC)/Dit. PPH
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REKAM JEJAK

Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (Balai PPHLHK), Balai Konservasi Sumber Daya Alam
(BKSDA), dan Balai Taman Nasional serta Dinas Kehutanan. Lewat

1. Jumlah lokasi dilaksanannya pencegahan
serta pengendalian ancaman dan gangguan

melalui kegiatan sosialisasi, patroli, dan sinergi yang dibangun, setiap tahun Direktorat PPH berhasil
operasi di 77 lokasi melampaui target jumlah lokasi pencegahan dan pengamanan
hutan yang diamanatkan.

Dalam upaya kegiatan pencegahan dan pengendalian Pada 2016, target sasaran mengalami penyesuaian lantaran
ancaman dan gangguan tindak pidana kehutanan, Direktorat adanyaself blockinganggaran. Target diturunkan menyesuaikan
PPH tidak berdiri sendiri. Dilakukan kerjasama dengan pemangku kemampuan anggaran. Walaupun demikian, kinerja melampaui
kawasan hutan yakni UPT Kementerian LHK melalui Balai target yang telah ditetapkan.

2016

Target: 18
Realisasi: 141 .
2017
Target: 5
2 015 Realisasi: 31

Target: 77

Realisasi: 77 7 8 3 %

620%

100%
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2. Jumlah polisi hutan (Polhut) yang dibina
dan ditingkatkan kapasitasnya sebanyak
2.500 orang/tahun

Meski peningkatan kapasitas tidak lagi menjadi indikator
kinerja Direktorat PPH di 2019, kegiatan peningkatan kapasitas
tetap berjalan melalui kegiatan kesamptaan Polisi Kehutanan.
Total dalam kurun waktu 2015-2019, Direktorat PPH telah
melakukan peningkatan kapasitas untuk 6.085 personil.

3. Jumlah Masyarakat Mitra Polhut (MMP) dan
Tenaga Pengamanan Hutan Lainnya (TPHL)
yang terbina sebanyak 34 unit dalam 5 tahun

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan

pengamanan hutan tidak bisa dipisahkan dari peran sumber daya
manusia yang kompeten dan profesional. Sejak 2015, Direktorat
PPH terus berupaya melakukan peningkatan kapasitas bagi Polhu

dan TPHL.

2015 Jumlah Lokasi Pembinaan MMP dan TPHL

Target: 34
1 1 2% Realisasi: 38

2016

Target: 10
170% Realisasi: 17

Jumlah Polisi Hutan yang Ditingkatkan Kapasitasnya

Target: 2.500
Realisasi: 2.666

—

O
1

Target: 146
Realisasi: 448

Target: 2.500

Realisasi: 1.916
V
Target: O
Realisasi: 1.19¢

Target: 1.127
Realisasi: 1.630 —

Senarai Kinerja 2015 - 2019
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REKAM JEJAK

Peninakatan Sarana dan Prasarana 4. Jumlah sarana dan prasarana pelaksanaan
ing pengawasan, pengamanan, dan penegakan

Pengamanan Hutan hukum yang memenuhi standar minimum di

11 Brigade SPORC
2015
Dukungan sarana dan prasarana yang memadai menjadi salah

satu faktor yang berperan dalam optimalisasi pelaksanaan tugas
pengamanan hutan. Direktorat PPH memfasilitasi kebutuhan
100% Target: 11 Realisasi: 11 tersebut dengan melakukan peningkatan sarana dan prasarana
kepada 11 Brigade SPORC (Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat)

2016 yang tersebar di seantero Indonesia. Ragam upaya tersebut
melalui pemenuhan perlengkapan pengamanan hutan, peralatan
intelijen serta pengadaan seragam Polhut dan SPORC.

10090 Target: 11 Realisasi: 11 5. Luas Kawasan hutan yang diamankan dari

2017 kegiatan ilegal meningkat setiap tahun

Sepanjang 2015-2019, total 22.491.162,1 hektar berhasil
diamankan dari gangguan dan ancaman keamanan hutan melalui
kegiatan operasi represif. Capaian luasan kawasan hutan yang
100% Target: 11 Realisasi: 11 berhasil diamankan sepanjang 2015-2019 sejatinya berhasil
melebihi target yang telah ditetapkan.

Luas Kawasan Hutan yang Diamankan (ha)

(o]
)
% &
S &
o
v S &
S &
N
Realisasi
. . 9.875.150
Realisasi
5.641.925
Realisasi
Realisasi Realisasi 3.005.360
3.072.198
986.529
Target
Target 1.326.000
Target 750.000
T
arget 500.000
Target 2.389.000
2.620.143
2019
2018

2017
2016
2015
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Dalam upaya pengamanan hutan, Direktorat PPH dalam Dari hasil operasi pembalakan liar dan peredaran hasil hutan
kurun waktu 2015-2019 telah melakukan kegiatan operasi yang dilakukan sepanjang 2015-2019, berhasil diamankan kayu
sebanyak 1.279 kali. Dari jumlah tersebut sebanyak 500 operasi dengan akumulasi volume sebesar 36.770,11 dika diasumsikan
ditujukan untuk operasi pemulihan kawasan hutan, 487 operasi 1 m? kayu seharga Rp3.000.000, total nilai kayu yang berhasil
guna mengatasi pembalakan liar serta 292 operasi dalam rangka diselamatkan sebesar Rp110.310.330.000. Jika dtilik, volume
pemberantasan TSL (Tumbuhan dan Satwa Liar). yang berhasil diamankan semakin meningkat setiap tahun. Hal

Jika ditilik capaian tahun 2018, dibanding tahun sebelumnya ini merupakan imbas dari kemampuan penegakan hukum yang
tergolong paling rendah. Musababnya, target program pada semakin mumpuni. Hal ini berkat pelbagai pelatihan
2018 sejumlah 5.000.000 ha telah dibagi antara Direktor peningkatan sumber daya manusia dan peningkatan
PPH dengan Balai Pengamanan dan Penegakan Huk perlengkapan intelijen. Di sisi lain, sejak 2019
Lingkungan Hidup dan Kehutana dilakukan pengawasan
(Balai PPHLHK) yang terseb terhadap peredaran
di seantero Indonesia. kayu ilegal secara
Pada periode 2015-2017, lebih intensif untuk
seluruh target program wilayah Papua.
dilaksanakan oleh
Direktorat PPH.

Volume Kayu yang
berhasil Diamankan

Senarai Kinerja 2015 - 2019 19



Sehubungan dengan operasi pemberantasan peredaran TSL, Pada 2018, lonjakan satwa liar berasal dari operasi penangkapan
Direktorat PPH sepanjang 2015-2019 berhasil mengamankan 4,46 ton siput Lola merafirochus niloticus.
217.995 ekor satwa liar serta 11.608 buah bagian tubuh satwa liar.

Pengumpulan data dan informasi pembalakan liar di Sorong, Papua Barat 2019/Dit. PPH

20 Senarai Kinerja 2015 - 2019
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Meretas Ranah Dairng

anuari 2020, jumlah pengguna internet di Indonesia

adasarkan data yang dilansir dari We Social (2020), hingga Jenis Satwa Liar yang Kerap

encapai 175,6-juta pengguna. Dibanding tahun 2019,
jumlah pengguna tumbuh 17% atau setara 25-juta pengguna
baru. Dengan jumlah penduduk Indonesia 272,1-juta jiwa,
artinya sebanyak 64% warga Indonesia sudah tersambung ke
dunia maya.

Dengan jumlah pengguna ponsel sebanyak 338,2-juta,
penetrasi pengguna ragam media sosial di Indonesia mencapai
160-juta. Rata-rata jumlah waktu yang dihadirkan warga
Indonesia untuk berselancar dan tersambung ke dunia daring
dalam sehari sekitar 7 jam 59 menit.

Besarnya penetrasi media daring, turut pula dimanfaatkan
pelaku perdagangan satwa liar untuk menggunggah tayangan.
Menyikapi hal tersebut, Tim Direktorat PPH turut mengayunkan
mata memantau tayangan unggahan di media dan perdagangan
elektronik yang berhubungan dengan satwa liar.

Hasil pantauan sejak Oktober 2017 hingga November
2019, ditemukan 1.275 unggahan terindikasi perdagangan dan
kejahatan terhadap satwa liar dilindungi. Hasil pemantauan
sendiri menunjukkan perdagangan satwa liar secara daring
cenderung menurun setiap tahun.

Adapun jenis satwa liar yang kerap diperdagangkan secara
daring paling banyak berasal dari jenis burung.

Diperdagangkan secara Daring
Tahun 2018-2019

Y
=
% 25

il

10
=
7]

2018 2019 2018 2019 2018 2019

Reptil Mamalia Burung
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keamanan kawasan hutan di hulu DAS Citarum. Luas kawasan
yang berhasil diamankan mencapai 58.034,38 ha. Jumlah itu
melebihi target yang dibebankan yakni 5.000 ha.

Bukan tanpa musabab DAS Citarum menjadi perhatian.

6. Luas DAS Citarum yang diamankan dari
gangguan dan ancaman bidang kehutanan
melalui kegiatan sosialisasi, patroli dan

OperaSi Kementerian LHK memandang DAS Citarum memiliki peran
penting namun digelayuti beragam persoalan. Data Dinas
Dalam upaya pengamanan Daerah Aliran Sungai (DAS) Kehutanan Jawa Barat (2018) menyebutkan luasan lahan kritis

Citarum, Direktorat PPH bersama Satuan Tugas (Satgas) Citarum di luar kawasan hutan sebesar 73,84% (147.487, 53 hektar) dan
telah melaksanakan kegiatan sosialisasi dan operasi pemulihan  kawasan hutan sebesar 26,16% setara dengan 52.246,04 hektar.

Operasi Pemulihan Keamanan Kawasan Hutan dalam rangka Penyelamatan DAS Citarum. Total 58.034,83 ha

Senarai Kinerja 2015 - 2019 23



REKAM JEJAK

Kegiatan sosialisasi yang dihelat Direktorat PPH terkait pentingnya keberadaan DAS Citarum/Dit. PPH

Menurut Dirjen Gakkum Kementerian LHK, Rasio Ridho Sani,
upaya pemulihan kawasan hutan DAS Citarum sejalan dengan
program nasional “Citarum Harum” yang dicanangkan Presiden
Joko Widodo. “Hal tersebut dilakukan guna mendukung
terwujudnya fungsi DAS Citarum yang bermanfaat bagi
masyarakat secara luas,” ungkap Rasio.

Hal senada diungkapkan Direktur Pencegahan dan
Pengamanan Hutan, Sustyo Iriyono, yang menyebut upaya
penyadaran masyarakat serta pencegahan menjadi garda
depan dalam rangka memulihkan keamanan kawasan hutan
DAS Citarum. “Kami selalu mengedapnkan upaya pre-emptif
dan preventif dalam rangka memulihkan keamanan kawasan
hutan DAS Citarum, namun tidak menutup kemungkinan akan
melakukan upaya yustisi jika aktivitas ilegal di kawasan hutan
masih terus terjadi,” tegas Sustyo.

Upaya yang dihembuskan Direktorat PPH dalam upaya
mengamankan kawasan hutan DAS Citarum ini mendapat
dukungan Dadang Surjana, salah seorang tokoh masyarakat
Jawa Barat. Dadang menyebut upaya memulihkan DAS Citarum
perlu menggabungkan pendekatan struktural dan non-struktural
terutama pendekatan sosial dalam rangka menumbuhkan
kesadaran dan perilaku masyarakat dalam memelihara dan
menjaga lingkungan DAS Citarum.

Operasi yustisi dalam rangka pengamanan hutan DAS
Citarum/Dit. PPH

24 Senarai Kinerja 2015 - 2019
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Dalam rangka penyelamatan DAS Citarum, Direktorat PPH turut pula melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Total
ada 960 orang yang mewakili aparatur pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, tokoh masyarakat, dan masyarakat turut

menghadiri kegiatan.

Operasi Pengamanan Peredaran Hasil
Hutan dalam rangka Penyelamatan
DAS Citarum

Bogor
16-19 Oktober 2019

31
. > Sukabumi
18 3-6 Desember 2019

19

Garut

10-14 Desember 2019

Dalam upaya pengamanan peredaran hasil hutan di wilayah DAS
Citarum, Direktorat PPH melakukan serangkaian operasi. Operasi
yang digelar di 3 lokasi, berhasil mengamankan 68 ekor satwa liar
dilindungi.

Operasi Simpatik dalam rangka pemulihan kawasan hutan
DAS Citarum di Gunung Tilu, Bandung.

Senarai Kinerja 2015 - 2019
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7. Sarana prasarana pencegahan dan
pengamanan hutan memenuhi standar
minimum

Pengadaan sarana prasarana pada tahun 2019 telah dilakukan
sesuai dengan target. Pengadaan meliputi perlengkapan
pengamanan hutan, peralatan intelijen, dan pengadaan seragam
Polhut dan SPORC.

8. Tersedianya regulasi pencegahan dan
pengamanan hutan

100%0 100%0

2016

—

Target: 20% Target: 20%
Realisasi: 20% Realisasi: 20%

Realisasi Anggaran 2015-2019

Sarana dan Prasarana Pencegahan
dan Pengamanan Hutan

Target: 1
Realisasi: 1

2019

26
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Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia berperan krusial dalam dalam upaya
pencapaian tujuan organisasi. Selain pegawai di tingkat pusat,
dalam pelaksanaan kegiatan bidang pencegahan dan pengamana
hutan, Direktorat PPH didukung personil Polisi Kehutanan yang
berada di Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum, Direktorat
Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Direktorat
Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, intel, serta dinas provinsi
yang membidangi kehutanan.
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Aksi Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) dalam Festival Direktorat Jenderal Penegakan Hukum 2019/Dit. PPH

Petama di
Indo ne sia
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irektorat Pencegahan
an Pengamanan
Hutan (PPH) bersama
Badan Reserse Kriminal
(Bareskrim) Kepolisian Republik
Indonesia bekerja sama dengan
Pemerintah Belanda menginisiasi
Mutual Legal Assistan¢gILA)
pertama pada Agustus 2019 dalam
penanganan kasus perdagangan ilegal
satwa liar dilindungi.
Semua bermula di 5 Juli 2016.
Bea Cukai Pelabuhan Rotterdam, Belanda
menerima laporan dari Kepolisian Belanda
terkait ditemukannya sejumlah terumbu karang
dilindungi tanpa dokumen CITES. Lewat serangkaian penyidikan
dan penggeledahan, ditemukan potongan hewan dilindungi
yang disamarkan dalam barang suvenir. Sebut saja tengkokrak
babirusa, gading gajah, tulang belakang paus, kerangka penyu,
tengkorak buaya. Tidak kurang ada 5 kontainer yang berisi aneka
ragam kerajinan dari tumbuhan dan satwa liar dilindungi.

MLA atau bantuan hukum timbal balik sendiri merupakan
sebuah mekanisme dalam pemberian bantuan hukum, baik
dalam upaya pengumpulan dan penyerahan barang bukti yang
dilakukan penegak hukum di satu negara ke penegak hukum
di negara lain. Hal tersebut dilakukan sebagai respons atas
permintaan bantuan.

Setelah dilakukan penelusuran oleh pihak Indonesia,
diketahui barang-barang tersebut dikirim oleh warga negara

PEMBELAJARAN

Belanda yang berdomisili di Bali.
Dari pengakuan tersangka,
dia kerap mengirim barang
kerajinan terbuat dari
bagian satwa dilindungi
tersebut sejak 2013. la
memperoleh pasokan
barang dari seorang pemasok
serta berasal dari 3 toko
barang seni yang berada di
seputaran Bali.
Lantaran barang bukti berada
di Belanda, pihak Indonesia berupaya
mengembalikan barang sitaan berupa bagian tubuh
satwa dilindungi tersebut. Tujuanya menjadi barang bukti proses
peradilan di Indonesia.

Ikhtiar yang dilakukan melalui MLA merupakan upaya
penanganan kejahatan sumber daya alam, termasuk perdagangan
satwa ilegal, yang memerlukan penanganan bersama. Penerapan
MLA sendiri diharapkan memudahkan penanganan kasus-kasus
terkait perdagangan TSL yang melibatkan warga negara asing.
Pun, diharapkan menjadi sinyal bagi para pelaku kejahatan
keseriusan Pemerintah Indonesia dalam memerangi kejahatan
yang berhubungan dengan peredaran dan perdagangan TSL
ilegal dilindungi. Di mana pun; kapan pun.

A Tengkorak babi rusa hasil sitaan/Dit.PPH
v Penyerahan barang bukti dari Pemerintah Belanda melalui
Duta Besar Belanda kepada Pemerintah Indonesia/Dit.PPH
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Tangkapan layar aplikasi SPARTAN/Dit. PPH

Menilik pada rangkaian kegiatan yang telah digelar berkaitan
dengan pencegahan dan pengamanan hutan, beberapa hal bisa
dipetik sebagai pembelajaran.

Komitmen Pimpinan

Keberhasilan pencapaian target upaya pencegahan dan
pengamanan hutan merupakan buah komitmen dari pimpinan
tertinggi Pemerintahan Republik Indonesia dan Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dukungan terhadap upaya
ketegasan penegakan hukum merupakan modal berharga dalam
pencapaian tujuan.

Inovasi

Seiring dengan makin pesatnya perkembangan teknologi yang
merambah ke setiap sektor kehidupan manusia, pemanfaatan
teknologi dalam pencegahan dan pengamanan hutan pun

menjadi sebuah keniscayaan. Berkat pemanfaatan teknologi,
aktivitas ilegal yang mengancam kelestarian lingkungan bisa
terus terpantau lewat aplikasi SPARTAN alias Sistem Pemantauan
Keamanan Hutan. Lewat aplikasi ini, petugas di lapangan dapat
memonitor kawasan hutan serta dapat melaporkan adanya

gangguan atau pelanggaran secara langsung kepada KLHK dan  Alur kerja aplikasi SPARTAN/Dit. PPH

30

Senarai Kinerja 2015 - 2019



Z
<
o
<
)
<
—
L
0}
=
L
o

‘uebuede| Ip sebnjad

uelepuabuad uep uesemebuad Isexidy ‘iIseladQ 1861e] ISISOd %30 :ule| eiejue 'sejuoud ueyejesewlad
Iseyjijde uebuap Bunynpip 1ul walsis ‘Isedado ueeuesyelad Bunynpusw vUNS Isewlojul uesifeAusw logsep yedepia) (ul Walsis wefeq
IsesadO Bunynpuad Isexdy uelodejad

‘ISew.ojul uep erep ueuedwiAuad

refeqas erep biq uep ‘Mijqnd/eipaw

sisieue ‘uebulel sisijeue ‘(ueburrel
uep Jaindwoy ‘sjiqow ‘[eubip)
YISUB10J SISIfeue uisaw uadas
‘ISewlojul uep elep sisijeue ny

-uequiaw uexeunbip Ul walsIsqns

sisifeuy

‘NvdV'1

Vv uali@ ‘deayn@ fesiwas HH1 ueLisuaway [eusalsya Ip undnew ||p “‘eurjuowis ‘10dsjoH

‘QUIlUO HHNJIS eAueIRIURIP MHT UeLalUaWwaY dnybull Ip epe BueA walsis-walsis ueyiseld

-auibuaw uebusp Isewlopul uep erep ueindwnBbuad Bunynpusw uexeunbip (Ul WalsISgNS
ISewlou] uep ereq IsIsinyy

31

Senarai Kinerja 2015 - 2019



PEMBELAJARAN

instansi lain. Walhasil, penanganan pun bisa lebih cepat dilakukan.Jenderal Penegakan Hukum LHK dengan Nama Sandi “PASOPATI".

Demikan juga upaya terobosan hukum lewat jalan MIMutual
Legal Assistantatau Bantuan Hukum Timbal Balik dalam kasus
perdagangan satwa liar dilindungi dengan Pemerintah Belanda.

Intelijen

Keberhasilan lain Direktorat PPH dalam melaksanakan
mandat mengamankan kawasan hutan serta peredaran hasil
hutan ditopang oleh intelijen yang mumpuni. Kegiatan operasi
intelijen dalam rangka pengumpulan data dan informasi ini
dilakukan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan
yang berhubungan dengan pengamanan hutan dan peredaran
hasil hutan. Banyak bukti keberhasilan penegakan hukum yang
disokong oleh data intelijen. Hasil operasi intelijen ini nantinya
tidak hanya dimanfaatkan oleh Direktorat PPH semata, namun
juga dapat ditindaklanjuti oleh Balai Gakkum KLHK ataupun
satuan kerja lain.

Dalam mendukung kelembagaan intelijen Polhut, Direktorat
PPH mendorong pembentukan kelembagaan dan desain sistem
intelijen. Kelembagaan intelijen Polhut dikukuhkan melalui
Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK No. P7/
PHLHK/SET/DIK.3/11/2019 tentang Penyelenggaraan Intelijen
Polhut Lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK dan
Penetapan Anggota Tim Khusus Intel Polhut Lingkup Direktorat

Sementara untuk pengembangan desain sistem intelijen Polhut
berbasis teknologi telah disusun Prototipe Sistem Intelijen
Berbasis Teknologi sebagaimana terhidang di halaman 32.

Sumber daya manusia

Kehadiran sumber daya manusia yang unggul tidak bisa
dina kan menjadi faktor yang turut menunjang keberhasilan
program. Dalam upaya menghadirkan kualitas sumber daya
manusia yang dapat diandalkan, pelbagai upaya peningkatan
kapasitas turut dihelat. Lewat cara ini, punggawa Direktorat PPH
dapat turut selaras dengan laju zaman.

Kerjasama Lintas Sektor

Upaya pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan
bukanlah kerja Direktorat PPH melulu seorang diri. Kerja besar
itu membutuhkan kolaborasi yang baik dengan pihak lain. Tidak
hanya pengelola kawasan, namun juga aparat penegak hukum
lain pun turut serta. Pelbagai nota kesepahaman pun turut
dibangun dengan para pihak dalam rangka kerja besar
melakukan pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan.
Kerjasama yang erat antar para pemangku kepentingan membuat
penegakan hukum semakin efektif dan menimbulkan efek jera
bagi pelaku.

32
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Kapal pengangkut kayu ilegal di Pelabuhan Sorong, Papua Barat/Dit. PPH

alam belum berguling berganti hari saat 2 buah kapal ~ Arjuna 04 dan KM Sinar Maros yang mengangkut kayu merbau
menepi bersandar di Pelabuhan Sorong, Papua Barat. Didar kawasan konservasi menuju Pelabuhan Sorong.
tengah kesunyian malam, balok-balok kayu meluncur ~ Bak detektif, tim intelijen mengikuti pergerakan kedua kapal
berpindah tempat menuju kontainer yang terparkir di samping tersebut sampai ke Pelabuhan Sorong. Saat tengah memindahkan
kapal. Keheningan pecah, saat sekelompok petugas menahan muatan dari kapal ke kontainer, tim kemudian melakukan
mereka. Tidak kurang 223 m3 kayu merbimtsia acuminata penyergapan. Dari kegiatan tersebut berhasil diamankan kayu
berhasil disita dalam operasi tersebut. merbau sebanyak 223 frserta dilakukan pemeriksanaan
Operasi pengamanan hutan dan hasil hutan tersebut buah ~ terhadap kapten kapal.
kerjasama Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan (PPH)
dengan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut XV (Lantamal XIV)
Sorong, Balai Gakkum Papua serta Kesatuan Penjagaan Lautan
dan Pantai (KPLP) Kelas | Sorong Direktorat Jenderal Perhubungan
Laut.
Merbau yang berhasil disita merupakan jenis kayu endemik
yang mempunyai nilai konservasi tinggi, selain nilai ekonomi.
Merbau merupakan spesies kunci di kawasan Cagar Alam (CA)
Selawati Utara, Sorong. Maraknya perdagangan legal maupun
ilegal spesies merbau, mendorong Kementerian LHK memasukkan
spesies merbau masuk daftar apendiks Il CITES. Hal tersebut
bermakna perdagangannya dikontrol melalui sistem kuota.
Hasil penangkapan sendiri sejatinya merupakan hasil intelejen
bersama antara Lantamal XIV Sorong bersama Ditjen Gakkum
KLHK terhadap maraknya aktivitias penebangan liar dan
peredaran hasil hutan ilegal di CA Salawati Utara. Diketahui, pada
pertengahan April 2019 terjadi pengangkutan kayu oleh KM Putra Kayu merbau hasil pembalakan liar/Dit.PPH
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Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK Rasio Ridho Sani (paling kiri), Direktur PPH Sustyo Iriyono (pertama dari kanan)
bersama barang bukti 287 kontainer kayu asal Papua/Dit.PPH

Selepas operasi tersebut, dilakukan patroli pengamanan bersama dan Kabupaten Kutai Barat. Dari operasi tersebut berhasil

dengan keterlibatan 50 personil dari Direktorat PPH, Satuan diamankan 6 gudang TPT-KO (Tempat Penampungan Terdaftar-
Patroli Reaksi Cepat (SPORC) Brigade Kasuari Ditjen Gakkum KLKEyu Olahan) yang diduga menerima, menampung, mengolah,
Lantamal XIV Sorong serta KPLP Kelas | Sorong di CA Salawati dan memperjualbelikan kayu ilegal tanpa disertai dokumen yang
Utara. Alih-alih menemukan industri kayu di Tanjung Batu Kalwel sah. Barang bukti kayu olahan gergaji dan pancakan dari jenis ulin
Distrik Selawati Selatan sebagai asal kayu sebagaimana tercantundan meranti sebanyak 1.300%serta 7 unit truk pun turut disita.

dalam dokumen pengangkutan, tim justru menemukan bekas Modus operandi pelaku dilakukan dengan jalan menerima,
aktivitas pembalakan ilegal. Barang bukti berupa 1 (satu) alat menampung, mengolah, dan memperjualbelikan kayu ilegal
berat dan tumpukan kayu merbau yang berada di kawasan cagar tanpa disertai dokumen sah dengan asal kayu diduga berasal
alam. Walhasil pengecekan lapangan berhasil membuktikan, dari kegiatan pembalakan liar di kawasan hutan Kabupaten Kutai
dokumen pengangkutan mencantumkan informasi ktif. Barat. Para pelaku menebang dan mengolah kayu pancakan di
dalam hutan kemudian diangkut keluar hutan menggunakan truk.
Sinyal Keras Untuk mengelabui, di tengah jalan simpang Kalimantan Tengah,
Operasi tersebut hanya merupakan awal dari rangkaian kayu ilegal tersebut dilengkapi dokumen Nota Angkutan Kayu
operasi berikutnya dalam mengatasi pembalakan liar. Selama dari CV. AK yang berlokasi di Barong Tongkok, Kutai Barat.
penghujung 2018 hingga awal 2019, telah dilakukan 6 (enam) Selanjutnya, kayu diangkut pada malam hari menuju TPT-
operasi terkait peredaran dan perdagangan kayu ilegal yang KO yang berlokasi di Kota Samarinda dan Kutai Kartanegara. Di
berasal dari kawasan Indonesia Timur ke sejumlah daerah di JawaTPT-KO, kayu-kayu ilegal tersebut lantapdirdsawsisi-sisinya
Timur dan Sulawesi Selatan. dan diolah menjadi sortimen kecil dengan tujuan menyamarkan
Dari jumlah tersebut, sebanyak 5 operasi sudah dilakukan kayu seolah berasal dari kayu sah industri primer. Kayu yang telah

tindak lanjut dengan penyelidikan dan penyidikan. Total sudah dioleh kemudian dikirim melalui Pelabuhan Semayang, Balikpapan
ada 26 surat perintah penyidikan dan 11 perintah penyelidikan.  menuju konsumen akhir di Surabaya, Makassar, dan Bali.
Sebanyak 5 direktur dari perusahaan pengirim pun turut ditahan. Dirjen Penegakkan Hukum (Gakkum) Kementerian

Nun, di Kalimantan Timur, Operasi Peredaran Hasil Hutan pun Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rasio Ridho Sani, menuturkan
turut dihelat di Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Kartanegara, = ragam operasi yang dihelat merupakan upaya perwujudan
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ketiadaan kompromi dalam upaya mengatasi pelaku kejahatan
sumber daya alam. “Pembiaran kejahatan pembalakan dan
peredaran kayu ilegal selain dapat menyebabkan kehancuran
ekosistem dan mengancam kehidupan masyarakat, turut pula
mengganggu kewibawaan negara,” ungkap Rasio. Jika hutan
rusak, bencana ekologis tinggal menunggu waktu.

Direktur PPH sekaligus Ketua Satuan Tugas Penyelamatan
Sumber Daya Alam (SDA) KLH, Sustyo Iriyono, yang memimpin
operasi penindakan kayu ilegal turut mengamini Rasio. “Langkah
yang kami lakukan merupakan sinyal tegas bagi pembalak kayu
ilegal agar menghentikan aktivitas ilegal mereka,” ujar Sustyo.
Operasi penindakan sendiri berawal dari laporan masyarakat.
Informasi tersebut kemudian dilakukan analisis serta dilaksanakan
operasi intelijen.

Ragam operasi pengamanan hutan yang dihelat Direktorat
PPH Ditjen Gakkum KLHK dengan pelbagai pihak sejatinya
merupakan upaya mendukung kelestarian sumber daya alam
Indonesia. Tujuannya agar sang penjarah tak lagi leluasa merusak
kekayaan hayati. Pun, memberi sinyal kepada para penjarah
terkait komitmen tak kenal lelah dari Direktorat PPH untuk
mengamankan kelestarian kekayaan hayati Indonesia dari incaran
para penjarah. ***

Penyidik memasang garis pada kayu hasil sitaan/Dit. PPH

Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK Rasio Ridho Sani (kedua dari kanan), Direktur PPH Sustyo Iriyono (pertama dari kanan)
bersama para pemangku kepentingan mengirimkan sinyal keras upaya penegakan hukum dalam rangka pencegahan dan

pengamanan hutan/Dit. PPH
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Kontainer hasil penindakan operasi penyelamatan SDA Papua/Dit.PPH

y7i nyelamatan Sumber Daya Alam (SDA) Papua menjadi
angat prioritas lantaran Surga dari Timur itu menjadi
sasaran utama ma a pembalakan liar”.

Kalimat tersebut ditekankan Rasio Ridho Sani, Direktur
Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(Gakkum LHK), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(KLHK) terkait kerusakan lingkungan hidup yang masih marak
di Papua. Menurut Rasio, pihaknya tidak akan berkompromi
dengan kejahatan pembalakan dan peredaran kayu ilegal
lantaran menyebabkan kehancuran ekosistem sebagai
penyangga kehidupan pelbagai makhluk hidup dan merugikan
masyarakat.

Ir Sustyo Iriyono MSi, Direktur PPH selaku Ketua Satuan
Tugas Penyelamatan SDA Papua, mengamini pernyataan Rasio
dan menyebutkan komitmen pemerintah dalam penyelamatan
SDA Papua akan selalu ditingkatkan dan berkesinambungan.
Sustyo menuturkan penyelamatan SDA Papua ini melibatkan
para pemangku kepentingan seperti Komisi Pemberantasan

Produksi Lestari (Ditien PHPL-KLHK), TNI AL, Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut (Ditjen Hubla-Kemenhub), Kesyahbandaran,
dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), PT. Pelindo 3 dan Pemerintah
Daerah. Hal tersebut dimulai dengan dilakuk@ost audit

terhadap 10 industri di Papua dan menemukan adanya
pelangaran berat.

Komitmen terhadap penyelamatan SDA Papua tercermin
pada serangkaian operasi awal 2019. Direktorat PPH berhasil
mengamankan 384 kontainer kayu merbau ilegal di Surabaya
dan Makasar. Sustyo Iriyono yang memimpin operasi
penindakan kayu ilegal ini memperkirakan volume kayu yang
disita sebesar 5.812,77%dengan nilai minimal Rp104,63-miliar.

Sustyo menyatakan pihaknya telah mendeteksi perubahan
modus dan pola dari ma a. Salah satunya pdtanshipment
Sustyo Iriyono menambahkan KLHK tak lekang memantau
pergerakan kayu ilegal. Langkah ini untuk memberi sinyal
kepada pembalak kayu ilegal agar segera menghentikan segera
semua kegiatan ilegalnya di Bumi Papua. Semua demi kelestarian

Korupsi (KPK), Kepolisian, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutanalam Surga Timur Indonesia.***
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Operasi Pemberantasan TSL di Cirebon, Jawa Barat/Dit. PPH

rmasalahan mengenai pengamanan hutan dan peredaran
asil hutan merupakan usaha yang perlu dilakukan
terus menerus. Luasanya kawasan hutan serta tenaga
pengamanan hutan yang terbatas menjadi tantangan yang
menuntut adanya pemecahan kreatif. Pemanfaatan teknologi
menjadi salah satu upaya yang dihelat dalam menjaga kekayaan
hayati Indonesia. Kompleksitas permasalahan yang terjadi pun
menuntut adanya kerjasama para pihak.
Anugerah kekayaan hayati Indonesia merupakan titipan
generasi mendatang yang perlu kita jaga. Ikhtiar yang selama
ini dilakukan oleh para punggawa Direktorat PPH beserta
para pemangku kepentingan lain merupakan noktah dalam
sumbangsih menjaga kekayaan hayati di Indonesia. Kini dan di
masa mendatang.***

Hasil sitaan operasi TSL/Dit. PPH
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